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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM.72 TAHUN 2013
TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

1.

1.

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1074 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890), Pasal 17 ayat (1), bahwa pegawai negeri
sipil harus diangkat dalam jabatan dan pangkat
tertentu;

bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan pegawai
yang mempertimbangkan faktor jabatan sesuai dengan
hasil analisis dan evaluasi jabatan, maka perlu
ditetapkan kelas jabatan di lingkungan Kementerian
Perhubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan;

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
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10.

11.

12.

13.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011
tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 38/0T
002/Phb-83 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Kesehatan Penerbangan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun
2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi
Transportasi Darat;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun
2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi
Penerbangan Indonesia;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 59 Tahun
2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan
Bermotor;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun
2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan
Penyeberangan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun
2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan
Penjagaan Laut dan Pantai;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun
2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Kesehatan Kerja Pelayaran;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun
2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Teknologi Keselamatan Pelayaran;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun
2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bandar Udara;
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

3 2013, No.1114

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun
2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi
Teknik dan Keselamatan Penerbangan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun
2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 78 Tahun
2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun
2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun
2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik
Navigasi;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun
2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Administrator Terminal Peti Kemas pada Stasiun
Kereta Api Gedebage — Bandung, pada Stasiun Kereta
Api Jebres - Surakarta, dan pada Stasiun Kereta Api
Rambipuji - Jember;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Bandar Udara,;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran di Sorong;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar
Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan IImu
Pelayaran;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi
IImu Pelayaran;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 28 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik
IImu Pelayaran;
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